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PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa
terdapat ketidaksinkronan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Hal Percepatan
Pelayanan Perizinan. Penulis menemukan bahwa: Pemenuhan komitmen agar
Izin Mendirikan Bangunan berlaku efektif dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah
Sakit adalah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1
(satu) tahun, serta tidak menekankan bahwa pemilik bangunan gedung wajib
memiliki sertifikat laik fungsi, sedangkan, pemenuhan komitmen agar Izin
Mendirikan Bangunan berlaku efektif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak IMB diterbitkan oleh
Lembaga OSS, dan pemilik bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik
fungsi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS paling lama 3 (tiga) hari.
Pemenuhan komitmen lzin Operasional dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah
wajib dilakukan oleh pemilik rumah sakit dalam waktu paling lama 3 (tiga)

bulan, sedangkan pemenuhan komitmen lIzin Operasional tidak diatur dalam

92



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang menyebabkan ketidaksinkronan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yaitu: pembuat peraturan perundang-
undangan kurang memperhatikan atau tidak melalui pertimbangan landasan
yuridis, dan pembuat peraturan perundang-undangan kurang memperhatikan
materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Konsekuensi dari ketidaksinkronan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 adalah
timbulnya kontradiksi antara peraturan yang lebih rendah, yaitu Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik. Hal ini menyebabkan ketentuan mengenai jangka waktu
pemenuhan komitmen untuk mendapatkan lzin Mendirikan Bangunan dan
Izin Operasional dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit tidak dapat diberlakukan,
karena apabila ketentuan tersebut diberlakukan, maka akan bertentangan
dengan asas lex superior derogat legi inferiori, yang berarti peraturan yang

lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah.
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B. Saran

Saran yang dapat diajukan sebelum dibentuknya suatu peraturan
perundang-undanagn adalah bahwa Pembuat peraturan perundang-undangan
dalam membuat sebuah peraturan, yang dalam hal ini adalah Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit harus lebih memperhatikan materi muatan yang terdapat dalam
peraturan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Suatu
peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dalam hal ini adalah Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit juga harus melalui pertimbangan yuridis, sehingga tidak
terdapat kontradiksi atau ketidaksinkronan antara peraturan yang lebih rendah
dengan peraturan yang lebih tinggi. Saran penulis setelah dibentuknya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit adalah bahwa perlunya dilakukan suatu pelatihan bagi
seorang legal drafter yang telah membuat peraturan tersebut sehingga
kedepannya legal drafter tersebut dalam membuat suatu peraturan
perundang-undangan lebih mempertimbangkan landasan yuridis dan
memperhatikan materi muatan pada peraturan lain yang bersangkutan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit ini juga dapat dilakukan executive review, sehingga

dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
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